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BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 08 TAHUN Jos#

TENTANG

PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,

Menimbang

Mengingat

b,

—

SEROLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DI KABUPATEN TANA TORAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- bahwa dalam mngka mendapat pendidikan vang bermutu dan

berkeadilan  di Kabupaten Tana Toraja, perlu adanva panduan
penenmaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertamas;

bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,
Sckolah Dasar dan Sckolah Menengah Pertama di Kabupaten Tana
Toraja. belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hak lavanan
pendidikan sehingga periu digamti;

. bahwa berdasarkan ketetntuan Pasal 49 Peraturan Menter

Pendidikan dan  Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserla Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah daerah menvusun dan
menetapkan  kebijakan penerimaan peserta diidk baru dengan
berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pendidikan dan
Kebudavaan dimaksud;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b, dan hurul ¢ perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Panduan PPenerimaan Peserta Didik Baru Pada Tamab kKanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengsh Pertama di Kabupaten Tana
Toraja.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 ientang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat 1l di Sulawesi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedus atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah;

- Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan {Lemharan Negara Republik Indonesia 4496),
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nowmor 13.Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
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vy Pecatman Pemenntaly Noman o6 Fahon 2000 (Lembanan
Nemara epubis Iodonesuy Nonn L2, Patnbuabun Lembaran Negar
Repubhl hdonest Nomos oo,

Peratiean Meaten Vendiadiknn Naswonal Nomos S0 Tann 2007 wentang
R Pengelolian Pewdubihan Oleh Peacnimtah Pyocealy,

Perannan Menten Pemdudihan dan kebudayasn Nomwor 22 “Taliun
o wntany Stada Pooses Pendudikan Dason dan Menengad,
Peratuitan Menten Pendubibkan dan hebudiavaan Nomeor 1 Tahan 2021
tentang Penenian Vesela adik aru Pado Tamnn kannk kinak,
Seholal Duasar, Seholab Meoesgahy Peoloma, Sekolah Mencugaly Atlas,
S|ekokah Menengabe ke

Peratiran Daevadt kabupaten Gina Tovga Nomor 10 Tahun 2016
rentane Pembentukan dan Susanan Peranghat dacraby,

Peratiien Pactal kabupaten Tana Tonga Nomor ¢ tentang Sistem

e clenggaraan Pendudikan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI  TANA  TORAJA TENTANG  PANDUAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAKR, SEKOLAH DASAR DAN SERKOLAH MENENGAH PERTAMA
D! RABUPATEN TANA TORAJA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Rupati int yvang dimaksud dengan

O

Paerah adalah Kabupaten Tana Torajn

Pemermtah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
Rupati adalah Bupati Tana Toraja

Dinas adalih Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjulnya disingkat PPDI3
adalah proses scleksi adiministrasi vang, dimuln dari pendafiaran
calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peseria didik
pada Satuan Pendidikan.

Qatuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi: TK, SD
dan SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Tana Toraja.

Taman Kanak-Kanak vang selanjutnya disingkat TK adalah salah
satu  bentuk satuan  Pendidikan  Anak  Usia Dini  pada jalur
pendidikan formal vang menyelenggarakan prograni pendidikan bagi

anak berusia 4 (empat) tahun sampai o {cnam) tahun.
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Madvasah Ihitwlawah,

Sistem PPDE denpgan mekinmsme didam aeinpgan adadah sasten PR
dengan Mroses entrg dalae menggunakan systemn database, dimnban

dimn proses cotry datae ssompan dengan hasalb seleksi berlasis wels,

SSistem PYDB dengan mekasnsie luae garingan adalaly system PED3S

dengan Proses eotiy data seear manual,

Dava tanpung adalab jumilal maksunal peseria didik vang dilerina
oleh setiap satvan pedhidikan

Raombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaiinrg
pavdin satuan Kelas dalion satn satuan pendidikan,

N Raport adalah angka ynng dipecoleh dari bosil semester VI
sk XIS,

Surat keterangan Lualus vang disingkal SKL adalah dokumen yang
menvatakan bahwa scorang peserta didik baru telah menyelesaikan
st jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinvatakan lulus
dart satuan pendidikan.

Prestasy Akademik adalah prestasi vang diperoleh melalui proses
pemnnaan yang sebaginn besar dari proses pembelajaran diluar
sekolah {ckstrakurikoler) satuan pendidikan di daerah.

Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh metalui proses
permbinaan vang sebaginn besar dari proses pembelajaran diluar
sekolah {ekstrakurikuler satuan pendidikan di daerah.

CKartu Keluarga atan vang disingkat KK adalah kartu indentitas

keliarga vang memud data tentang susunan, hubungan, dan

[mdah angpota Keluarga

Swrat Keterangan adalab dokumen vang dikehizkan oleh instansi
pemerintaly  vang  menerangkan tentang  keberadaan  ekonomi
keluarga peserta didik.

Domisili adalah tempat sestorang vang harus dianggap selalu hadir
dalam hubungan dengan pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban.

Data Pokok Pendidikan vang selanjutnva disingkat Dapodik adalah

suatu  sistem pendataan vang dikelola oleh kementerian vang

menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan
kebudavaan vang memuat data satuan pendidikan, peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan vang
ditanya bersumber dari satuan pendidikan vang terus menerus
diperbaharui secara dalam jiringan,




BAEB 11
TUJUAR DAN AZAB

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.

Memberi peluang <lan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga
Negara usia sckolah agar mem peroleh layanan pendidikan yang
scebaik -baiknva;

Memberikan kesempatan kepada peserla didik yang kurang mampu,
Memberikan kesempatan kepada peseria didik baru yang
berkebutuhan khusus (inklusit);

Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
Digunakan sebagai pedoman bagi :

1. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB;

dan
2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB .

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:

a.

Nondiskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga
Negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, gender,

daerah.

. Objektif

Dalam pelaksanaan PPDB, memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. Transparan

Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan
diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta
didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan
yang mungkin terjadi dalam PPDB;

. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;

Berkeadilan
Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya

tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan.

BAB I
PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

a.

b.

Calon peserta didik baru TK berusia 4 {empat) tahun sampai dengan
5 (lima) tahun untuk kelompok A dan

berusia 5 {lima) tahun sampai dengan 6 (enam} tahun untuk
kelompok B.
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Pasul §

| P H
Persvavaton calon pesecta didik bara kelas L {sata) SD berusia
el

I,

A (hgath) tahon soonpai dengan B2 tahuan ;) ate

pading rendaly O (eoom) tarhan pada angeal 1ali tabun
bevjadan.

Sckolah wajib menerima peserta didik yang berasian 7 (tujuh) Tahun
sampai 12 {(dua belas) tahon

Pengecualian syaral usio paling rendah O fensan) tahun sebagaimana
dimaksud pada avat(1} huvut b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6
(eraum) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, diperuntukkan bagi
calon peserta didik vang memiliki potensi kecerdasan dan/atau
bakat istimewa dan  kesiapan  psikis yang dibuktikan dengan
rekomendasi tertulis dari psikolog professional.

Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
tdak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru
sekolah yang bersangkutan.

Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 6

Persayaratan calon peserta didik baru kelas 7 {tujuh) SMP .

a.

b.

(1)

(2)

berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun
berjalan;

memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau dokumen
lain yang menerangkan telah menyelesaikan pendidikan di jenjang
sebelumnya

nama calon peserta didik tercantum dalam KK orangtua/wali.

Pasal 7
Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan
Pasal 7 dibuktikan dengan :
a. Akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;, atau
b. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah
atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta
didik baru;
Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan
layanan khusus atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan
terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf
a, dan Pasal 7 huruf a
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(2)

(3)

6
Pasal 8

Persyaratan pendaftaran 'PDI Jalur zonasi bapi calon peserta didik

penvandang  disabililas/herkebulubhan  khusus  pada satuan

pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif, melampirkan

asesmen  awal calon peserla didik  {(asesmen  fisik, psikologis,

akademik, fungsional, sensorik dan motorik).

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sehbagaiman
dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik penyandang
disabilitas/berkebutuhan  khusus dengan mempertimbangkan
kemampuan daya yang dimiliki.

Prioritas diberikan kepada pesertla didik penyandang
disabilitas/berkebutuhan khusus (inklusi) yang tempat tinggalnya
paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif
tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya,

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus di
sekolah penyelenggara inklusif, dikesualikan dari :

a.

Syarat usia sebagaimana dimaksud pada Pasal (5), Pasal (6) dan
Pasal (7) huruf a; dan

ljazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7)
huruf b

BAB IV
JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 10

{1} Pelaksanaan PPDB untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan melaly

(2)

Jalur pendaftaran PPDB,

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui ;
a. Jalur Zonasi

b. Jalur Afirmasi

¢. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan
d. Jalur prestasi

Pasal 11

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a

terdiri atas :

a. Jalur Zonasi SD paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)
dari daya tampung;

b. Jalur Zonasi SMP paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)
dari daya tampung;
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(3 Orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat suratl

{h

(1

(2

(3

(1)

{2

(3)

—

ketertangan yang menvatakan bersedia diproses secara hukum, jika
terbwiktn memalsukan  bukti | keikutscrtaan dalam  prograi

penanganan  keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah,
Dakam hal calon peserta didik vang mendaftar melalui jalur afirmasi

melampaui  jumlah kota jalur afirmasi yang ditetapkan maka
penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak
lempat linggal calon peserta didik vang terdekat dengan satuan

penchidikan,

Pasal 14

Jalur Perpindaban Tugas QOrang tua/wali sebagaimana dimaksud
Pasal 10 aval {2) hurufl ¢, diperuniukkan bagi peserta didik yang
arang tua/ wali pindah (ugas baik dalam Daerah maupun dari luar
Daerall,

Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan  sural penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahan vang mempekerjakan.

Sural penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ({2) yang belum
menerangkan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang

menerangakan tempat perpindahan tugas dari vang berwenang.

Pasal 15

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {2) huruf

d, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari Satuan

Pendidikan diwilayah Daerah dan berdomisili di wilayah Daerah;

Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi

mempertimbangkan salah satu dari:

a. Nilai rapor

b. Prestasi akademik, berupa prestasi dalam olimpiade/kompetisi
sains atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel Tingkat
Kabupaten dan/atau tingkat nasional;

c. Prestasi non akademik berupa prestasi dalam lomba olahraga,
festival atau lomba seni, Pramuka, keagamaan dan berbagai lomha
prestasi non akademik tingkat Kabupaten yang dibuklikan dengan
sertifikat.

Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf ¢

diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 {tiga)

tahun sebelum tanggal ditetapkannya pelaksanaan pendaftaran

PPDB.




BAB V
PELAKSANAAN PPDB

Bugian Kesatn
Pelaksanaan dan Jadwal PPDB

Pasal 16
(0PPRR dhlaksanakan oleh o Panitia PEFDB Kabupaen dibaniu oleh
Pamta PP Siduan Pendhdikan
G heman PRI ditaksauakan dengan o memperhankan kalender

pemdutikan

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 17

t1! Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
dilakukan secara lerbuka

{2} PPDB  pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan
ntenggunakan mekanisme dalam jaringan dengan mengunggah
dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persvaratan ke laman
pendaltaran PPDB,

{3} Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dalam ayat (2)
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

{41 Dalam hal tidak tesedia fasilitas jaringan. PPDB dilaksanakan
melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan foto copyv
dokumen vang dibutuhkan sesuai dengan persvaratan.

(3 Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru
dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Pasal 18

(11 Calon peserta didik hanva dapat memilih 1 (satu} jalur pendaftaran
PPDB dalam 1 (satu) wilavah zonasi.

{2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai
dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon
peserta didik dapal melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur
afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta
didik sepanjang memenuhi persyaratan.

{3) Pendafiaran PPDB melalui Jalur Afirmasi atau Jalur Prestasi di luar
wilavah zomnasi sebagaimana dimaksud pada avat {(2), dapat
dilakukan calon peserta didik, jika tidak sedang terdaftar pada salah
satu jalur perdaftaran PPDB di dalam wilayah zonasi,




{1

(2)

(3)

(1}

(2)

(1)

(2}

(3)

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 19
Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali
untuk  calon  peserta didik baru kelas 1 (saty)  SD
mempertimbangkan kriteria scbagaimana dimaksud pada Pasal 5
avat (1) hurul a dan b, serla Pasal 12 ayat (1) hurul a.
Jika usia calon peseria didik sebagaimana dimaksud  Pasal 5 ayat
(1) huruf sama, maka peneluan pescria didik didasrakan pada

jarak tempat linggal calon peserta didik yang terdekat dengan

satuan pendidikan.
Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
a. Dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau

berhitung; dan/atau
b. Mempersyaratkan kepada calon peseria didik telah mengikuti

pendidikan TK.

Pasal 20
Seleksi jalur zonasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP di

lakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke
sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

Jika Jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentu peserta didik
menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta

kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 21
Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur
prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai prestasi baik
prestasi akademik maupun prestasi non akademik.
Jika nilai prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan jarak
tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang
ditetapkan.
Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan peserta didik
menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta
kelahiran atau surat keterangan lahir.



Pasal 22
Untuk sekolah di daerah yang jumiah penduduk usia sekolah (idak
memenuhi ketentuan jumiah peserta didik dalam 1 {satu) rombongan
belajar dapal menerima semua peserta didik 1anpa seleksi.

Bagian Heempat
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Bara

Pasal 23
{1) Pengumuman penetlapan peserta didik baru dilakukan sesuai
dengan jalur pendaftaran PPDB.

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat
dewan guru vang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendiidkan dan
ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
avatl (2] belum defenitil, maka penetapan peserta didik dilakukan
oleh pejabat vang berwenang.

{3

Bagian Kelima
DAFTAR ULANG DAN PEMBERKASAN

Pasal 24

Calon Peserta Didik Baru SMP yang dinyatakan diterima harus

melakukan daflar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan

fotocopy dokumen uniuk mendukung persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2).

Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverivikasi kesesuaian antara

bukti fisik dengan data yang di-entry pada saat pendaftaran dalam

jaringan.

{3) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia
PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang di-enlry pada saat
pendaftaran dalam jaringan (daring), maka hak sebagai calon
peserta didik di Satuan Pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat
mendaftar di SMP Negeri lingkup Dinas.

{4) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) melapor ketidak sesuaian tersebut kepada Panilia PPDB
Kabupaten dengan dilampin berita acara verifikasi data bukti fisik

(1

—

{2

—

calon peserta didik

BAB V1
DAYA TAMPUNG DAN ZONA SEKOLAH

Pasal 25
(1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai
dengan dava tampung yang telah ditetapkan.
(2) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus
disesuatkan dengan jumnlah ruang kelas yang ada.




BAB VI
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 26

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada saluan
pendidikan  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan
masvarakat, termasuk satuan pendidiken keagamaan, dialur sebagai

berikui:

a.

SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta
didik dan paling banvak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh)
peserta didik dan paling banyak 32 {tiga pulubh dua} peserta didik;
Ketentfuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar
sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dikecualikan bagi
satuan vang paling banyak 1 {satu) rombongan belajar dalam 1
(satu) ungkat kelas.

Pasal 27

Jumlah rombongan Belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah daerah dan masyarakal,termasuk satuan pendidikan
keagamaan diatur sebagai berikut:

a.

(n

{2}

5D atau bentuk lain vang sederajat berjumlah paling sedikit 6
fenam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar,
dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat} Rombongan
Belajar;

SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 {tiga)
dan paling banyak 33 (tiga pulub tiga) Rombongan Belajar dengan
masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan
BBelajar.

BAB VIII
PEMENURAN PAGU PPDB

Fasal 28
Dalam hal belum terpenuhinva pagu PPDB 8D, panitia satuan
pendidikan dapat membuka kembali pendaftaran peserta didik baru
pemenuhban pagu dengan mekanisme dalam jaringan atau luar
jaringan.
PPDB pemenuban pagu sebagaimana dimaksud ayal (1) harus
mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas sesuai kewenangan.

Pasal 29

(1) Dalam hal belum terpenuhinya pagu PPDB SMP, panitia satuan

(2)

pendidikan melaporkan secara tertulis kepada Panitia PPDB
Kabupaten.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Panitia
PPDB Kabupaten dapal membuka kembali pendaftaran peserta

didik baru pemenuhan pagu dengan mekanisme dalam jaringan
{daring).




i3

dilik baru sebagatimana dimaksud pada avat

<1 Cllaksanasran hama melalun jalur zonast dengan 1 isatw pilihan

AN peseTla didik vang wlab mengiut PPDB whap pertama dan

sudah  daf ulang (pemberkasan)

ir ulang  |pemberkasani tidak dapat

TreaTy T

mengikull PPDE pemenuhan pagu
Pasal 30
Nka berdasarkan hast seleks: PPDRB. satuan pendidikan mematiki
alon pesera duhik melebihn dava ampung,. maka satuan
perriubikan wanh melporkan kelebthan calon pesarta didik terseln
repsicla Dhras Pernhudikan sesaas dengan Kewenangannva,

v pendulikan o sestan dengan kewenangannva menvalurkan
helebiban calon peserta dibik sebagannana dimaksud avat (1) pada
sattuan pendetikan Lo dalam wilavah sonast vang sama

¢ odiiva tumpung sekolah lain dolam wilinvab sonas sang
it seharaimanse dimeksud avat (2] tdak tersedia, peserta didik
drsaiurkan ke satuan pendsitkan dr luar wilivab onast ataug i

wilavah Pemerintah Daerah bun vang terdeka

PASAL 31

asih werdapat kekurangan pagu, balk sebelum PPDB pemmenibhan

maupun sesudat PPOH pemenuhan pagu, satuan pendulikan

tdak bobel menering calon peserta didik baru tanpa persetiapian heprila

BAB IX
LARANGARN

Pasal 32

e eliksatiakan PPEH pada peagng Uk 320 dan SMEP Negen

§7 48 e

seraarnbeet prelahy rombongan belgat, pha rombongan Delgar vang
wita tebal emenoatn atay eclelabn Retentwan rom b Lelisga
chinberiy staredar naswatal  pendubikan dan sekolahn bdak menobik

Laliary, wdaath/ alaand

Mt taelt ruane kelas batu
Melamiball pulgula il ey iaell, peiceionn ity wepe iy a

Membivagl keboakan dengan membenkan Kuota atiss gtabe gl

Pk [LiaallaafPuls

ettt Dlava werclah alaw buva Basriosa poda saa? didter tleag

alapiy e rni by Rosafi chial Tnla

Wi

Wbe bk it paertiihatads antal sekobshe terbuulap cabon st dubik

vearig stirhato ol Bvaitakan ditennia
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BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 32
Hal-hal vang bersifat teknis pada Penerimaan Peserta DJidik Baru {(PPDB)
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAEB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pada saal Peraturan Bupat ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2019 tentang Panduan Penerimaan
Peserta Indik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Seckolah Dasar dan
Sekotah Mencengah Pertama di Kabupaten Tana Toraja

Pasal 34
Peratuaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar
setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupau i dengan penempatannva dalam Berita Bupati Kabupaten Tana
Toraja.

-~ Pietapkan di : Makale

v “Jp‘a -:i%;tangg al - 25 AL SOR
N

ﬂﬂﬁ#ANATORAJA.
I ]

Diundangkan di Makale
Pada tanggal
SEK RET.-?.E;I_:_S ‘DAERA.H KABUPATEN TANA TORAJA

. SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR



